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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

a. Dalam amar Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG hakim 

memang sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 

tersebut. Namun pada saat penjatuhan putusan hakim mengesampingkan 

Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Apa bila merujuk pada Pasal 60 (4) 

UU SPPA “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana 

yang dimaksud pada Ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan 

hakim, putusan batal demi hukum”. 

b. Dalam Laporan penelitian kemasyarakatan Nomor 17/ Lit.Perad/ A/ V/ 

2018 yang pada dasarnya menyarankan agar anak pelaku di pidana 

penjara seharusnya menjadi kewajiban hakim untuk menerima saran 

tersebut. Alasan pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan laporan 

penelitian kemasyarakatannya yang menyarankan agar anak dipidana 

penjara tujuannya semata-mata bukan sebagai pembalasan terhadap anak 

pelaku, melainkan agar anak dapat dibina menjadi pribadi yang lebih 

baik, sehingga anak pelaku dapat diterima oleh masyarakat. 

4.3 Saran  

a. Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan laporan 

penelitian kemasyarakan. Karena laporan penelitian kemasyarakatan 

dibuat bukan sekedar formalitas belaka, sehingga menjadi kewajiban 

hakim untuk mempertimbangkannya. 
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b. Hakim harus wajib mempertimbangkan laporan penelitian 

kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Karena dengan adanya 

laporan penelitian kemasyarakatan hakim dapat memperoleh gambaran 

tentang latar belakang kehidupan anak pelaku serta latar belakang 

dilakukannya tindak pidana. 
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